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NOMOR 101 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENATAAN KAWASAN KOTA TUA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Dalam rangka percepatan pelaksanaan penataan kawasan Kota Tua di Provinsi DKI 
Jakarta, dengan ini menginstruksikan : 

Kepada 	• 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI 
Jakarta 

2. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta 
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 
4. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta 
5. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta 
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI 

Jakarta 
7. Walikota Jakarta Barat 
8. Walikota Jakarta Utara 
9. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta 

10. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta 
11. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta 
12. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta 
13. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta 
14. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta 
15. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta 
16. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta 

Perdagangan Provinsi DKI Jakarta 
17. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta 
18. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI 

Jakarta 
19. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta 
20. Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua 

Untuk 

KESATU 	: Melaksanakan percepatan penataan kawasan Kota Tua dengan masing- 
masing tugas sebagai berikut : 

a. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan Asisten Perekonomian 
Sekda Provinsi DKI Jakarta : 

1. mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan penataan kawasan 
Kota Tua melalui Unit Pengelola Kawasan Kota Tua selaku 
koordinator dan penanggung jawab kegiatan penataan kawasan Kota 
Tua; dan 



2. melaporkan kepada Gubernur progres pelaksanaan penataan 
kawasan Kota Tua berdasarkan laporan Unit Pengelola Kawasan 
Kota Tua. 

b. Walikota Jakarta Barat dan Walikota Jakarta Utara : 

1. sosialisasi kepada masyarakat terdampak kegiatan penataan 
kawasan Kota Tua, khususnya masyarakat terdampak proses relokasi 
yang dibutuhkan dalam rangka penataan kawasan Kota Tua; dan 

2. berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam 
rangka proses relokasi yang dibutuhkan dalam rangka penataan 
kawasan Kota Tua. 

c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta: 

Mengoordinasikan anggaran SKPD yang terkait dengan pelaksanaan 
penataan kawasan Kota Tua. 

d. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta: 

Memproses permohonan perizinan yang diperlukan dalam rangka 
penataan kawasan Kota Tua sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

e. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI 
Jakarta : 

Memproses dan mengoordinasikan terkait permasalahan aset milik 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena penataan kawasan Kota 
Tua. 

f. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta: 

1. melaksanakan koordinasi dengan Tim Sidang Pennugaran dalam rangka 
penataan kawasan Kota Tua sebagai kawasan Cagar Budaya; dan 

2. menugaskan UPT Kota Tua dalam teknis pelaksanaan penataan 
kawasan Kota Tua. 

g. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, Kepala Dinas 
Penataan Kota, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Tata Air, 
Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Kepala Dinas Perhubungan 
dan Transportasi, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah serta Perdagangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi 
dan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta : 

Mendukung percepatan pelaksanaan penataan kawasan Kota Tua 
melalui koordinasi, penerbitan persetujuan/rekomendasi teknis, 
pengawasan dan hal-hal lain yang diperlukan sesuai tugas pokok dan 
fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

h. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI 
Jakarta dan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta : 

Membantu Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan Asisten 
Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam memonitor progres 
pelaksanaan penataan kawasan Kota Tua. 
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i. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta: 

Menangani proses hukum yang terkait dengan hal teknis pelaksanaan 
penataan kawasan Kota Tua. 

l• Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua : 

1. Selaku koordinator dan penanggung jawab penataan dan pengelolaan 
kawasan Kota Tua; 

2. Mengoordinasikan SKPD teknis terkait dalam hal teknis pelaksanaan 
penataan kawasan Kota Tua; dan 

3. Melaporkan secara berjenjang progres pelaksanaan penataan 
kawasan Kota Tua. 

KEDUA 	: Pelaksanaan pekerjaan penataan kawasan Kota Tua sesuai gambar 
rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam 
lampiran Instruksi Gubernur ini yang dimungkinkan adanya penyesuaian 
sesuai kondisi di lapangan. 

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 1 Ju 1 i 2016 

Tembusan : 

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 
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